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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh good governance dan kompetensi sumber
daya manusia pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. Penelitian ini
dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Denpasar. Penentuan sampel
dengan menggunakannonprobability sampling yaitu dengan pendekatan purposive
sampling dan memperoleh sampel sebanyak 32 OPD. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada kepala sub bagian
keuangan, bendahara dan pegawai keuangan yang paling senior dimasing-masing OPD.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian
ini menggambarkan bahwa good governance dan kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar. Hal tersebut
berarti semakin baik penerapan good governance semakin meningkat pula kualitas laporan
keuangan dan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia semakin meningkat pula
kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Laporan keuangan, good governance, SDM

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the effect of good governance and human resource
competence on the quality of financial statements in the government of Denpasar. This
research was conducted at Organization of Regional Device (OPD) Denpasar City.
Determination of sample by using nonprobability sampling that is by approach of
purposive sampling and get sample counted 32 OPD. Methods of data collection in this
study by using questionnaires given to the head of the financial sub-department, treasurer
and the most senior financial officers in each OPD. Data analysis technique used is
multiple linear regression analysis. The results of this study illustrates that good
governance and competence of human resources affect the quality of financial statements of
the government of Denpasar. It means the better implementation of good governance is
also increasing the quality of financial statements and the higher the competence of human
resources is also increasing the quality of financial statements

Keywords: Financial report, good governance, HR
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PENDAHULUAN
Kualitas laporan keuangan selalu menjadi pusat perhatian setiap entitas termasuk
entitas publik. Pemerintah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang
mengandung  informasi  berkualitas  untuk  publik  sebagai  wujud
pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Pembuatan laporan keuangan
gunabentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya
akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber
daya publik (Zeyn,2011). Laporan keuangan harus disusun sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010. Pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai
dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan PP No. 71 Tahun 2010, yakni
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna informasi.
Adanya kebijakan pemerintah tentang perluasan kewenangan otonomi
daerah disertai reformasi birokrasi membawa angin segar bagi perkembangan
pengelolaan administrasi publik. Dalam perkembangan administrasi publik di
Indonesia mengalami perubahan secara drastis mengenai pelimpahan pengelolaan
dan tanggungjawab telah diserahkan kewenangannya dari pemerintah pusat
kepada pemerintah tingkat regional atau daerah (Kristiansen, et al, 2009). Salah
satu perubahan mendasar adalah pengelolaan kuangan daerah. Organisasi sektor
publik umumnya bergantung pada alokasi anggaran pemerintah untuk pendanaan
dalam melaksanakan pelayanan publik (Campbell, et al, 2009). Terkait
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
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keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengamanatkan bahwa
keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah pada organisasi sektor publik dituntut agar
memiliki tata kelola yang baik (good governance) untuk kepentingan masyarakat
dan tanggap akantuntutan lingkungannya. Prinsip good governance merupakan
prinsip pokok yang harus diberlakukan diseluruh negara di dunia termasuk
Indonesia (Nugraheni dan Subaweh, 2008).Spathis, et al. (2002) menyatakan
bahwa adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan transparansi dan
konsistensi informasi yang dilihat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu
penerapan good governance dalam organisasi sektor publik diharapkan dapat
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari penyajian data
yang belum sesuai dengan peraturan dan terbebas dari penyimpangan-
penyimpangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sejalan dengan yang diatur
dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterhandalan laporan keuangan
dapat dipenuhi jika informasi laporan keuangan terbebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat
diverifikasi. Hal tersebut mengharuskan pemerintah untuk menempatkan sumber
daya manusia yang berkompeten dan memahami aturan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kompetensi
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yang dimiliki sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan,
pelatihan dan kemampuan yang terstandar.

Penerapan PP No 71 Tahun 2010 secara tertib dan konsisten diharapkan
setiap pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemerintah Kota
Denpasar merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah menrapkan PP No.
71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dijadikan
bahan penilaian untuk menghasilkan opini BPK RI sebagai ukuran kewajaran
informasi. Penilaian dari BPK RI yang telah dicapai oleh pemerintah Kota
Denpasar dalam penilaian lima tahun terakhir (2012-2016) mendapatkan opini
WTP, meskipun opini yang diberikan oleh BPK tersebut baik namun dalam
pemeriksaan pelaksanaan di lapangan, BPK menemukan kelemahan dalam
laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar salah satunya adalah ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tentang penerimaan
hibah. BPK merekomendasikan agar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) lebih intensif
dalam melakukan penagihan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan
meminta laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada penerima yang belum
menyampaikan dan menghentikan pemberian hibah yang belum sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2016).

Kualitas laporan keuangan daerah diindikasikan dipengaruhi oleh beberapa
faktor, faktor-faktor tersebut yaknigood governance dan kompetensi sumber daya

manusia yang memadai dalam pembuatan laporan keuangan. Berkenaan dengan

355



ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Vol.22.1. Januari (2018): 352-380

ulasan di atas, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian guna memperoleh
informasi tentang“Pengaruh Penerapan Good Governance dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota
Denpasar.”

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah good
governance berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota
Denpasar dan apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada
kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. Adapun tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good governance pada kualitas
laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. ntuk mengetahui pengaruh
kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan di pemerintah
Kota Denpasar.

Hasil penelitian ini diharapkan mampumemberikan kegunaan teoretis untuk
semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yakni dapat
memberikan kontribusi untuk memperkuat teori agensi yang ada di sektor publik
dan memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh good governance
dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan, serta
diharapkan hasil penelitian dapat memberikan referensi dalam pengembangan
penelitian selanjutnya dengan fenomena yang serupa. Adapun kegunaan praktis
penelitian ini, yakni dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah
Kota Denpasar akan pentingnya penerapan good governance dan meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia untuk menghasilkan laporan keuangan

pemerintah daerah yang berkualitas.
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Teori agensi menunjukkan hubungan antara dua pihak yang terlibat kontrak
terdiri dari agen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab atas tugas dan pinsipal
sebagai pihak memberi tanggung jawab (Widanaputra dan Mimba, 2014). Jensen
dan Meckling (1976) juga menggambarkan hubungan teori agensi dimana pemilik
entitas (principal) memberikan wewenang kepada agen untuk membuat
keputusanterbaik.Dalam teori agensi dapat terjadi konflik bila kepentingan
pemilik dan manajer berbeda (Nyberg, et al., 2010).Hubungan ini mengalami
perbedaan dalam kepentingan agen dan prinsipal, adanya perbedaan informasi
yang dimiliki terkait usaha antara agen dengan prinsipal sehingga dapat
menimbulkan konflik diantara keduanya (Aikins, 2012).

Desentralisasi fiskal merupakan delegasi dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah (Yudhaningsih, 2010). Pelaksanaan asas otonomi tersebut
diserahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam
peningkatan pelayanan dan pemberdayaan. Oleh karena itu pemerintah daerah
diberi kesempatan untuk dapat mengatur daerahnya sendiri dan mengelola
keuangan daerah,

Regulasi artinya mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan
aturan atau pembatasan sesuai dalam penelitian Darmiari dan Ulupui (2014).
Istilah regulasi biasanya mengacu pada kegiatan-kegiatan perpajakan,
penyubsidian, dan serangkaian ukuran yang dilakukan pemerintah untuk mengatur
kegiatan ekonomi (Posner, 1974). Teori regulasi berperan melaporkan informasi
yang relevan dan reliabel serta berfungsi mengakomodir semua kepentingan

stakeholder (Rudy, 2013). Pada organisasi sektor publik regulasi diperlukan untuk
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pelaporan keuangan yang dapat dipertangungjawabkan oleh pemerintah kepada
masyarakat. Sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola keuangan
daerah dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan selalu
berpedoman pada regulasi dan landasan hukum yang telah diatur agar dapat
menghasilkan informasi yang berkualitas.

Pembuatan laporan keuangan suatu bentuk kebutuhan transparansi
yangmerupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas tentang keterbukaan
pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Andriani, 2010).
Laporan keuangan sebagai data yang dapat berubah menjadi informasi jika diubah
kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Selain itu, informasi
yang terdapat pada laporan keuangan adalah informasi akuntansi yang dapat
dijadikan sebagai pengambilan keputusan para stakeholder (Bakar dan Saleh,
2011).Proses penyajian laporan keuangan harus dengan keyakinan memadai
bahwa laporan keuangan manajemen bebas dari salah saji material (Kotsiantis, et
al., 2006).Informasi disajikan dalam laporan keuangan dikatakan berkualitas
apabila mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam
pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan
material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat
dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Dewi, 2014).Laporan
keuangan yang berkualitas menyajikan informasi tentang bisnis perusahaan secara
relevant dan reliable sesuai dalam penelitian Sari dan Suaryana (2014).

Good governance adalah kesepakatan menyangkut pengaturan suatu wilayah

yang diciptakan oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, kesepakatan
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tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-
lembaga dimana masyarakat mengutarakan kepentingan mereka (Hasyim, 2014).
Membangun memerlukan komitmen dan optimisme yang cukup besar dari seluruh
komponen dengan melibatkan tiga pilar, yaitu aparatur pemerintahan, sektor
swasta, dan masyarakat untuk memelihara kerjasama dalam membangun tata
kelola organisasi yang baik(Nofiantia dan Suseno, 2014).Manfaat yang bisa
diterima dari pelaksanakan good governance vyaitu meningkatkan Kkinerja
perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik,
meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan

pelayanan kepada stakeholder (Ristina dan Indah, 2014).

United Nation Development Programme (UNDP) (UNDP, 1997 dalam
Mustafa, 2013: 190) mengungkapkan bahwa terdapat sembilan karakteristik atau
prinsip yang harus dianut dan dikembangkan demi tercapainya pemerintah yang
baik yaitu;partisipasi adalah masyarakat mempunyai hak suara untuk pengambilan
keputusan; taat hukum adalah prinsip yang menggambarkan bahwa hukum
haruslah ditegakkan; transparansi adalah kebebasan arus informasi terhadap
proses dari lembaga-lembaga yang dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan;
daya tanggap adalah prinsip yang menyatakan institusi harus cekatan dan peka
dalam melayani semua pihak yang berkepentingan; kesetaraan merupakan
kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan, dalam prinsip kesetaraan seluruh
anggota manajemen dan pegawai haruslah mendapat perlakuan yang seimbang
dan wajar (Putri dan Ulupui, 2017: 44); efektivitas dan efesiensi adalah

pelaksanaan pemerintahan yang baik dan tepat guna; akuntabilitas adalah
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pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga
stakeholders, selain itu dengan adanya akuntabilitas diharapkan pemerintah dapat
meningkatkan kinerjanya dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Onuorah dan
Appah, 2012); visi strategis yaitu pandangan strategis guna menghadapi masa
depan; orientasi konsesus yaitu prinsip yang menyatakan bahwa segala keputusan
harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus.

Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah
satu faktor menentukan keberhasilan suatu instansi. Adanya sumber daya manusia
yang berkualitas, tentunya dapat mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada
pelaporan keuangan. Kualitas sumber daya manusia memegang peranan dalam
sebuah organisasi oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu
menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi
pemerintahan (Sukadana dan Mimba, 2015). Sumber daya manusia yang memiliki
pengetahuan, pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, menyebabkan
laporan keuangan disusun dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat
laporan keuangan disajikan akan semakin baik dalam pengambilan keputusan
(Wati dkk, 2014).

Pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam mewujudkan
visi dan misi serta tujuan dari organisasi adalah sumber daya manusia (Delanno
dan Deviani, 2013). Oleh karena itu, melalui sumber daya manusia yang efektif
dalam hal penempatan tugas, pelatihan, partisipasi, penilaian kinerja, dan
kompensasi akan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan

organisasi (Chen dan Huang, 2009).Pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD
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mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar
belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan
mempunyai pengalaman dibidang keuangan (Sagara, 2015).

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 2014: 88).
Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan variabel
yang akan diteliti. Pada organisasi sektor publik good governance dan kompetensi
sumber daya manusia diduga mempunyai pengaruh pada kualitas laporan
keuangan.Pemahaman good governance merupakan tata kelola organinasi yang
baik yang mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat
dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Trisnaningsih, 2007).Good
governance diterapkan pemerintah agar dapat menciptakan birokrasi yang ideal
dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya good governance
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik berkaitan dengan pendanaan
untuk masyarakat, kemudian pendanaan tersebut dapat dilaporkan dan
dipertanggung jawabkan pemerintah ke dalam laporan keuangan yang dapat
memberikan informasi berkualitas kepada publik.

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting
karena sumber daya manusia yang berkompeten mampu memberikan kontribusi
secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Juita, 2013).Oleh
karena itu, adanya sumber daya manusia yang berkompeten dengan memiliki

pengetahuan tentang akuntansi diharapkan dapat menyusun laporan keuangan
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sesuai dengan SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas.Laporan keuangan yang berkualitas yaitu dapat menyajikan informasi
yang dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan
keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta
dapat diandalkan (Dewi, 2014).Gambar kerangka konseptual dapat dilihat pada

Gambar 1.sebagai berikut.

Kualitas Laporan Keuangan

T~

Good Governance Kompetensi SDM
N
Kajian Teori : > Rumusan Masalah < Kajian Empiris :
1. Teori Keagenan 1. Azlim, Darwanis, dan
2. Teori Regulasi g Hipotesis Penelitian B Bakar (2012)
3. Laporan Keuangan — 2. Yudianta dan Erawati
. » Pendekatan Kuantitatif [€
4. Kualitas Laporan (2012)
Keuangan > Metode Observasi < 3. Nurillah (2014)
5. Good Governance 4. Kiranayanti
6. Kompetensi SDM » Hasil dan Pembahasan [* danErawati (2016)

Simpulan dan Saran

\ A
A

Gambar 1.

Kerangka Konseptual
Sumber : Data diolah, 2017

Konsep good governance mempunyai arti yang luas, dipahami secara
berbeda tergantung pada konteksnya (Batubara, 2006). Pengelolaan keuangan
secara efektif setiap OPD di pemerintah daerah merupakan salah satu pelayanan
publik yang dapat dilakukan untuk pembiayaan operasional kepada masyarakat,

hal tersebut dapat didukung dengan menerapkan 9 karakteristik good governance
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yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas
dan efesiensi, akuntabilitas, visi strategis, orientasi konseus. Pengelolaan
keuangan OPD yang menerapkan good governance secara efektif sangat potensial
dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diberi
kewenangan untuk megatur daerahnya sendiri dan kemudian akan dipertanggung
jawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan
penelitian Azlim, Darwanis, dan Bakar (2012) yang membuktikan bahwa
penerapan good governance berpengaruh pada kualitas informasi keuangan SKPD
di Kota Banda Aceh. Berdasarkan ulasan di atas maka hipotesis penelitian ini

adalah sebagai berikut.

H; : Semakin baik penerapan good governance akan meningkatkan kualitas
laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

Sumber daya manusia merupakan individu yang memiliki kewajiban untuk
melaksanakan tugas. Pengelolaan keuangan daerah agar dapat terselenggara
secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien harus didukung dengan
kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Organisasi perangkat daerah
diharapkan dapat menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
dasar memadai maksudnya adalah menempatkan orang yang tepat pada
pekerjaannya, sehinggatujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara
maksimal. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya
sangat penting dilakukan, seperti sumber daya manusiayang memiliki keahlian
akuntansi dapat berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal

tersebut selaras dengan penelitian Yudianta dan Erawati (2012), Nurillah dan
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Muid (2014), Kiranayanti dan Erawati (2016) dan menemukan hasil kompetensi
sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah. Berdasarkan ulasan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai
berikut.

H.: Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan
kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif yang
dilakukan pada pemerintahan Kota Denpasar.Obyek penelitian adalah pejabat
struktural dan pengelola unit kerja pada setiap OPD pemerintah Kota Denpasar
yang bekerja di bagian keuangan. Dimana pengelola yang dimaksud adalah kepala
sub bagian, bendahara dan pegawai paling senior dimasing-masing OPD. Variabel
dependen penelitian ini yaitu kualitas laporankeuangan dan variabel
independennya yaitu good governance dan kompetensi sumber daya manusia.

Adapun gambar desain penelitian sebagai berikut.

Good Governanvce Hi
(X1)
Kualitas Laporan
Keuangan
(Y)
H2

Kompetensi Sumber
Daya Manusia (X2)

Gambar 2.

Desain Penelitian
Sumber : Data Diolah, 2017

Pengukuran kualitas laporan keuangan dilakukan dengan memodifikasi

instrumen penelitian sesuai dalam Nurillah dan Muid (2014). Memodifikasi
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instrumen yang dimaksud yaitu mengembangkan instrumen penelitian yang
awalnya terdiri dari 8 pernyataan menjadi 16 pernyataan dengan 8 indikator,
yaitu: aktivitas keuangan dimasa lalu, memprediksi masa yang akan datang,
ketepatanwaktuan penyajian, pengambilan keputusan, disajikan wajar dan jujur,
informasi dapat dibandingkan, informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami,
sesuai SAP.

Pengukuran penerapan good governancedilakukan dengan memodifikasi
instrumen penelitian sesuai dalam Darmawiguna dan Mimba (2017).
Memodifikasi instrumen yang dimaksud yaitu mengembangkan instrumen
penelitian yang awalnya terdiri dari 10 pernyataan menjadi 18 pernyataan dengan
9 indikator, yaitu: partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan,
efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, visi strategis, orientasi konseus.

Pengukuran kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan
memodifikasi instrumen penelitian sesuai dalam Kiranayanti dan Erawati (2016).
Memodifikasi instrumen yang dimaksud yaitu mengembangkan instrumen
penelitian yang awalnya terdiri dari 7 pernyataan menjadi 14 pernyataan dengan7
indikator, yaitu: pemahaman tentang akuntansi, sumber daya manusia yang
berkualitas, sumber daya yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan
keahlian dalam tugas, sosialisasi peraturan baru, pemahaman tentang struktur
organisasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa
jawabankuesioner, dan data kualitatif yaitugambaran umum pemerintah Kota

Denpasar, sejarah berdirinya Kota Denpasar dan lainnya. Sumber data yakni data
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primer berasal dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah pengelola unit kerja
dan pejabat struktural OPD di pemerintah Kota Denpasar. Teknik penentuan
sampel menggunakan nonprobability sampling yaitu denganpurposive sampling.
Purposive sampling merupakan cara penentuan sampel melalui kriteria tertentu
(Sugiyono, 2014: 122). Kriteria yang digunakan penelitian ini yakni: 1) perangkat
daerah yang bertugas di OPD yang berbentuk dinas dan badan yakni sebanyak 32
OPD,?2) perangkat daerah yang menjabat sebagai kepala sub bagian keuangan di
OPD yang berbentuk dinas dan badan, 3) perangkat daerah yang menjabat sebagai
bendahara yang bekerja di OPD berbentuk dinas dan badan minimal dua tahun, 3)
pegawai keuangan yang bekerja di OPD berbentuk dinas dan badan yang
memiliki masa kerja paling lama atau pegawai paling senior. Berdasarkan hasil
perhitungan penentuan jumlah sampel penelitian, maka jumlah pejabat struktural
atau pegawai yang digunakan sebagai sampel berjumlah 96 orang, yang masing-

masing OPD diberikan 3 kuesioner.

Metode pengumpulan data menggunakan Kkuisioner, wawancara, dan
dokumentasi. Kuesioner penelitian diukur dengan menggunakan skala
Likertdengan skala empat poin. Memodifikasi skala likertyakni meniadakan
jawaban di tengah dengan pertimbangan jawaban yang di tengah akan
menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah (central tendency effect),
terutama untuk responden yang ragu-ragu menjawab (Hadi dalam Badera,
2008).Wawancara yakni cara pengumpulan data untukmelakukan studi

pendahuluan dalam menemukan masalah yang diteliti(Sugiyono, 2014: 411).
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Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam mempelajari catatan
peristiwa yang telah berlalu (Sugiyono, 2014: 422).

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum menganalisis regersi, uji asumsi klasik
yang digunakan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.
Uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel
residualnya mempunyai data yang terdistribusi normal atau tidak (Utama,
2016:99).Model regresi yang baik merupakan data yang terdistribusi normal
(Ghozali, 2006:147).Metode yang digunakan adalah statistik Kolmogorov-
Smirnov dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan
tingkat alpha yang digunakan vyaitu 5%, dimana data tersebut dikatakan
berdistribusi normal bila sig >alpha (Utama, 2016: 101).

Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Utama, 2016:111).Memprediksi
ada atau tidaknya korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai
tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF).Jika nilai tolerance lebih dari
10% atau VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak adanya multikolinieritas
(Utama, 2016:111).

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke pengamatan
lainnya.Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila bila nilai thiwung l€bih kecil dari
traner dan bernilai signifikan jika lebih besar dari 0,05 (Utama, 2016:112).Model
regresi yang baik yakni apabila tidak terjadi heteroskedastisitas atau mempunyai

varians yang homogen.
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Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda. Analisis
regresi linear berganda yaitu untuk memperolen gambaran mengenai apakah
terdapat pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat.Berdasarkan analisis
yang dilakukan adapaun yang bisa diamati yakni nilai koefisien determinasi
(adjusted R square), uji kelayakan model (uji F) dan uji hipotesis (uji t). Adjusted
R square menggambarkan kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel
terikat (Ikhsan, 2008: 249). Uji F untukmenguji model regresi linear berganda
yang digunakan dalam menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
apakah layak digunakan.Uji t menggambarkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat

(Ghozali, 2006:88).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh OPD di Kota Denpasar.Hasil
penyebaran 96 Kkuesioner yang diberikan kepada pengelola unit Kkerja
keseluruhannya kembali beserta pengisian lengkap serta memenuhi kriteria, dan
tidak ada kuesioner yang gugur.Pengelola yang dimaksud adalah kepala sub
bagian keuangan, bendahara dan pegawai paling senior dimasing-masing OPD,
dengan alasan pemilihan obyek tersebut didasarkan keterlibatannya dalam proses
penyelesaian secara rutin laporan keuangan tahunan yang berpedoman pada PP
nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Data karakteristik responden adalah data responden yang dikumpulkan

untuk mengerahui profil responden. Dari hasil penelitian yang dilakukan
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padapejabat struktural pemerintah Kota Denpasar, maka diketahui gambaran
karakteristik responden meliputi tiga aspek yaitu usia, pendidikan serta masa kerja

responden.Adapun tabel karakteristik responden sebagai berikut.

Tabel 1.
Karakteristik Responden

Data Jumlah Persentase
Usia
21-30 17 17,7%
31-40 22 22,9%
41-50 33 34,3%
51-60 24 25%

Total 96 responden 100
Lama Bekerja
2 tahun 21 21,8%
3-4 tahun 18 18,7%
> 5 tahun 57 59,3%

Total 96 responden 100
Latar Belakang Pendidikan
SMAV/ sederajat 16 16,6%
Diploma 14 14,5%
S1 50 52,1%
S2 16 16,6%

Total 96 responden 100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Dilihat dari Tabel 1.proporsi responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak
17 responden yaitu 17,7 persen, yang berusia 31-40 tahun sebanyak 22 orang
dengan persentase 22,9 persen, yang berusia 41-50 tahun sebanyak 33 responden
dengan persentase 34,3 persen dan yang berusia 51-60 tahun sebanyak 24
responden dengan persentase 25 persen. Hal ini menggambarkan bahwa yang
menjadi responden pada penelitian ini lebih banyak yang berusia 41-50 tahun.

Dilihat dari Tabel 1.karakteristik responden berdasarkan lama bekerja
sebagai pegawai dapat menjelaskan pengalaman kerja responden di bagian
keuangan. Dari Tabel 1.dapat dilihat bahwa responden yang telah bekerja selama
2 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 21,8 persen, yang telah bekerja

selama 3-4 tahun sebanyak 18 orang dengan persentase 18,7 persen, yang telah
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bekerja selama lebih dari 5 tahun sebanyak 57 orang dengan persentase 59,3
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja responden di bagian
keuangan pada penelitian ini lebih banyak responden yang telah bekerja lebih dari
5 tahun.

Dilihat dari Tabel 1.karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
berguna untuk mengetahui tingkat pendidikan para responden di bagian keuangan.
Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir
SMA/sederajat sebanyak 16 orang dengan persentase 16,6 persen, Diploma
sebanyak 14 orang dengan persentase 14,5 persen, S1 sebanyak 50 orang dengan
persentase 52,1 persen dan S2 sebanyak 16 orang dengan persentase 16,6 persen.
Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan responden pada penelitian ini

didominasi oleh tingkat pendidikan Slyaitu sebanyak 50 orang.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif
Variabel N Min. Max. Mean S.td'.
Deviation
Good Governance 96 2,53 400  3,3077 0,35180
Kompetensi Sumber Daya Manusia 96 2,38 4,00  3,2393 0,35021
Kualitas Laporan Keuangan 96 2,50 400 3,3124 0,38075

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 2.disimpulkan bahwa jumlah pengamatan (N) penelitian
ini berjumlah 96. Variabel good governance mempunyai nilai minimum sebesar
2,53 dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata sebesar
3,3077.Standar deviasi pada variabel good governance adalah sebesar 0,35180
Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-ratanya

adalah 0,35180.
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Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai minimum
sebesar 2,38 dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata sebesar
3,2393.Standar deviasi pada variabel kompetensi sumber daya manusia adalah
sebesar 0,35021.Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada
nilai rata-ratanya adalah 0,35021.

Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 2,50
dan nilai maksimum sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata sebesar 3,3124.Standar
deviasi pada variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar

0,38075.Hal ini menunjukkan bahwa standar penyimpangan data pada nilai rata-

ratanya adalah 0,38075.
Tabel 3.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolonieritas Uji Heteroskedastisitas
Uji
Keterangan Normalitas .
Tolerance VIF Sig.
Good  Governance 0.441 2266 0087
(Xl) 1 ) L]
Kompetensi Sumber
Daya Manusia (X,) 0,441 2,266 0,264
Asym. Sig 0,188

Sumber: Data primer diolah, 2017
Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa Asymp. Sig (2-tailed) untuk

model regresi penelitian ini lebih besar dari 0,05. Hasil ini berarti model regresi
tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai
tolerance masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil
dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam kedua model regresi tidak terjadi
multikolonieritas. Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing
variabel lebih besar dari 0,05, dengan demikian model regresi ini tidak

mengandung gejala heteroskedastisitas.
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Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda guna
mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas pada
variabel terikat. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program
SPSS for windows. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel

4.sebagai berikut.

Tabel 4.
Regresi Linear Berganda

Unstandardized Standardized

Variabel Coefficients Coefficients T Sig.
B Std. Error Beta

(Constant) 0,364 0,249 1,457 0,148
8?3‘1 Governance ) 15, 0,106 0,399 4061 0,000
&r)“pemns' SOM 4 469 0,107 0,431 438 0,000
Adjusted R? 0,595
F Hitung 70,670
Sig. F 0,000

Sumber: Data primer diolah, 2017
Pada Tabel 4.dapat dilihat bahwa model summary besarnya Adjusted R

untuk variabel terikat kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,595, ini berarti
variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi good governance
dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 59,5%, sedangkan sisanya sebesar
40,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada kesempatan ini.
Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung untuk variabel terikat kualitas
laporan keuangan sebesar 70,670 dengan signifikansi F = 0,000, yang lebih kecil
dari o = 0,05.Hal ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah
layak. Hasil ini memberikan makna bahwa variabel independen X; dan X,
mampu memprediksi atau menjelaskan kualitas laporan keuangan (Y) di

pemerintah Kota Denpasar.
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Hasil uji statistik t (uji hipotesis) menunjukkan besar pengaruh variabel
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Hasil pengujian secara parsial variabel good governance (X;) dan kompetensi
sumber daya manusia (X;) pada kualitas laporan keuangan (Y) di pemerintah
Kota Denpasar. Tabel 4. menunjukkan bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi
variabel good governance adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal
tersebut menunjukkan bahwa H; diterima, yang berarti penerapan good
governance berpengaruh pada kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota
Denpasar atau semakin baik penerapan good governance akan meningkatkan
kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. Tabel 4. menunjukkan
bahwa tingkat signifikan t uji satu sisi variabel kompetensi sumber daya manusia
adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa
H, diterima, yang berarti kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada
kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar atau semakin tinggi
kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan

di Pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukan pada Tabel 4. diketahui
bahwa tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari
nilai a= 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H;) yaitu semakin
baik penerapan good governance akan meningkatkan kualitas laporan keuangan di
pemerintah Kota Denpasar diterima. Penerapan good governance bertujuan untuk
terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip dari good governance dapat meningkatkan pelaksaaan pengelolaan
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keuangan yang taat dengan aturan, memiliki prosedur dan dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pemerintah kota
denpasar meraih penghargaan indeks keuangan terbaik di Jogjakarta pada bulan
September 2017, peraihan penghargaan tersebut didasari dengan penerapan good
governance untuk mengelola keuangan daerah secara sehat dan transparan
sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dalam
Suyatra(2017). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Azlim, Darwanis,
dan Bakar (2012) yang membuktikan secara empiris bahwa penerapan good
governance berpengaruh pada kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda

Aceh.

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukan pada Tabel 4. diketahui
bahwa tingkat signifikansi t uji satu sisi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari
nilai a= 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H;) yaitu semakin
tinggi kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan
keuangan di pemerintah Kota Denpasar diterima. Kompetensi sumber daya
manusia di Kota Denpasar memang tergolong tinggi karena adanya pelatihan-
pelatinan yang diikuti oleh pegawai yang berhubungan dengan akuntansi dan
pengelolaan keuangan daerah. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
dibidang akuntansi memang merupakan upaya pemerintah daerah agar
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mengelola keuangan daerah
secara efektif. Oleh karena itu, Kota Denpasar berhasil meraih opini WTP dari
tahun 2012-2016 yang awalnya pada tahun 2011 sempat mendapatkan opini

WDP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudianta dan Erawati (2012),
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Nurillah dan Muid (2014), Kiranayanti dan Erawati (2016) yang membuktikan
secara empiris bahwakompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan
pada kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai bagaimana good
governance dan kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kuesioner dengan item-item pernyataan yang lebih relevan
dan diharapkan dapat melibatkan kepala OPD sebagai sampel penelitian.
Mempertimbangkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh pada kualitas
laporan keuangan, seperti pengalaman kerja aparatur dan sistem pengendalian
interen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat
disimpulkan good governance berpengaruh signifikan padakualitas laporan
keuangan. Hal ini memberi gambaran bahwa semakin baik penerapan good
governancesemakin meningkat pula kualitas laporan keuangan di pemerintah
Kota Denpasar. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan pada
kualitas laporan keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia semakin meningkat pula

kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka saran yang dapat
diberikan adalah pemerintah perlu menerapkan good governance secara konsisten

atau dapat meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan good governance.
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Beberapa penyusun laporan keuangan setiap OPD memiliki latar belakang disiplin
ilmu yang berbeda atau tidak hanya berasal dari latar belakang akuntansi, dengan
demikin pemerintah Kota Denpasar diharapkan dapat selalu membuat program
terkait pengembangan atau peningkatan pemahaman tentang akuntansi.
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